SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2A TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN
TUNJANGAN KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan

pegawail di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, perlu meninjau
kembali ketentuan mengenai pengurangan tunjangan

kinerja dan tunjangan tambahan;
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c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2A Tahun
2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia tidak sesuai dengan
perkembangan hukum sehingga perlu diubah;

d. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat tentang Perubahan atas Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor
2A Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat: 1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43);

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

3. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Nomor 2A Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Pemberian  Tunjangan Kinerja dan Tunjangan
Tambahan bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal ~Dewan  Perwakilan Rakyat Republik ,jl/

Indonesia;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT NOMOR 2A TAHUN 2015
TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN
KINERJA DAN TUNJANGAN TAMBAHAN BAGI PEGAWAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Nomor 2A Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Kinerja dan Tunjangan Tambahan Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
Ketentuan mengenai pengurangan Tunjangan Kinerja dan Tunjangan
Tambahan berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Nomor: 01/SEKJEN/2014 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai di Lingkungan
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tetap
berlaku sampai dengan ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2A Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi
Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25
(1) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2A
Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja dan

Tunjangan Tambahan bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal S,



Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 2015 kecuali ketentuan mengenai pengurangan Tunjangan
Kinerja dan Tunjangan Tambahan mulai berlaku setelah dilakukan
perubahan melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2A Tahun 2015 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Tambahan bagi Pegawai di
Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia.

(2) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Nomor 2A Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal II
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2015

SEKRETARIS JENDERAL,

~

DR.WINANTUNINGTYASTITI S. M.S1 .’_ﬁ?/
NIP. 19561125 198202 2002




